
3. Undang ... 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 45); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta 
Tahun Anggaran 2013; 

Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2014 
ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 
Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Walikota sebagai 
rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta 
Tahun Anggaran 2013; 

WALIKOTA SURAKARTA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 

TENT ANG 

NOMOR \6 TAHUN 2014 

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

WALl•<OTA SURAKARTA 



13. Peraturan ... 

12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2013 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013 (Lembaran 
DaerahKota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6); 

11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota 
Surakarta Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota 
Surakarta Tahun 2012 Nomor 12); 

10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7); 

9. Peraturan Daerah Kata Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kata 
Surakarta (Lembaran Daerah Kata Surakarta Tahun 2008 
Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 
2013 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah 
Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surakarta Nomor 17); 

8. Peraturan Daerah Kata Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surakarta Tahun 2008 Nomor 4); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
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4) Belanja ... 

Rp 732.801.975.077,00 
Rp 3.011.103.582,00 
Rp 114.277.841.058,00 

2. Belanja: 
a. Belanja Tidak Langsung: 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Hibah 

Rp 336.537.494.435,00 
Rp l .385.005.106.508,00 Jumlah Pendapatan 

298.400.846.632,00 
750.066. 765.441,00 

Rp 
Rp 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 terdiri dari: 
1. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan Yang 

Sah 

Pasal 2 

BAB II 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Surakarta. 
2. Walikota adalah Walikota Surakarta. 
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

TENTANG PENJABARAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN 

DAERAH KOTA SURAKARTA 

PERATURAN WALIKOTA 
PERTANGGUNGJA WABAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA 
TAHUN ANGGARAN 2013. 

MEMUTUSKAN: 

13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2014 
ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 
2014 Nomor 4); 
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Menetapkan 



BAB ... 

,., 

(3) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
1n1. 

(2) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dirinci lebih lanjut 
dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

(1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
lill. 

Pasal 3 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan Rp 163.526.624.733,00 

3. Pembiayaan: 
- Penerimaan : Rp 206.628.228.259,00 
- Pengeluaran : Rp 52.801.852.734,00 
Pembiayaan Netto Rp 153.826.375.525,00 

9. 700.249.208,00 Rp 

Rp 48.547.410.395,00 
Rp 230.158.026. 782,00 
Rp 244.975.523.723,00 
Rp 523.680. 960. 900,00 
Rp 1.375.304.857.300,00 

Rp 197.933.087,00 

Rp 690.515.376,00 
Rp 644.528.220,00 
Rp 851.623.896.400,00 

Surplus 

b. Belanja Langsung: 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah 
Jumlah Belanja 

4) Belanja Bantuan Sosial 
5) Belanja Bantuan 

Keuangan 
6) Belanja Tidak Terduga 

Jumlah 
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ERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR ~6. 

BUDI SUHARTO 

Diundangkan di Surakarta 
pada nggal 1> Ju\, ~014 

s 

c'/-;#~ 
FX HAD! RUDYATM~ 

Ditetapkan di Surakarta 
pad a tanggal !2. J lJ \ i ao '\4 

WALIKOTA SURAKARTA,;1 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Surakarta. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasa14 

BAB III 
PENUTUP 
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